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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 43 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SAMPANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat 5 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berdasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, 
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sesuai dengan 
rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sampang perlu menetapkan Standar Harga 
Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Satndar Harga Pemerintah Kabupaten 
Sampang Tahun Anggaran 2024. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28     
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
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Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31             
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

  5. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200P4 Nomor 5), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1    
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6801); 

7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah    Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
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Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6626); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64          Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
1424), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108        Tahun 
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 2083); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman 
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1166); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 22 / PTR / M / 2018 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 1 / PTR / M / 2022 tentang Perkiraan 
Biaya Konstruksi Tahun 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 9); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77          Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 
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19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi  
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022    Nomor 
9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9); 

21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG               TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakasud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sampang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sampang 
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sampang selanjutnya disingkat 
BPPKAD, adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah 
Daerah serta melaksanakan fungsi Bendahara Umum 
Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disngkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 

9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH 
adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang 
berlaku disuatu daerah. 
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10. Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat 
HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan 
fisik/non fisik melalui Analisa yang distandarkan 
untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan Standar 
Satuan Harga sebagai elemen penyusunannya. 

11. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB 
adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban 
kerja biaya yang digunakan untuk melaksanakan 
kegiatan. 

 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan 
Standar Harga Pemerintah yang digunakan dalam 
Perencanaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024. 

 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini ditujukan sebagai pedoman                   
dalam melaksanakan Perencanaaan Anggaran Pendapatan               
dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang                             
Tahun Anggaran 2024. 

 
 

BAB III 
STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 
Pasal 4 

(1) Standar Harga Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 
Anggaran 2024 terdiri dari : 
a. Standar Satuan Harga Barang 
b. Harga Satuan Pokok Kegiatan 
c. Analisis Standar Biaya 

(2) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana 
disebutkan dalam ayat 4 huruf a merupakan satuan 
biaya terhadap belanja barang dengan satuan tertentu 
yang bersifat menambah asset dalam dokumen 
perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(3) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana yang 
disebutkan dalam ayat 4 huruf b merupakan satuan 
biaya terhadap belanja pemeliharaan dengan satuan 
tertentu yang bersifat menambah aset dalam dokumen 
perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(4) Analisis Standar Biaya sebagaimana yang disebutkan 
dalam ayat 4 huruf c merupakan satuan biaya 
terhadap belanja pembangunan fisik dan non fisik 
dengan satuan tertentu yang bersifat menambah aset 
dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
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(5) Standar Harga Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam 
Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

(1) Standar Harga Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 
Anggaran 2024 digunakan dalam Perencanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 4 dengan memperhatikan prinsip 
efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran. 

(2) Dalam Perencanaan Anggaran, Standar Harga 
Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 
2024 berfungsi sebagai : 
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk 
tahun anggaran 2024. 

b. Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran 
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 
2024. 

c. Estimasi merupakan perkiraan biaya tertinggi 
yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, 
termasuk adanya kenaikan harga pasar. 

d. Harga Barang merupakan harga tertinggi dan 
sudah termasuk PPn kecuali harga bahan 
konstruksi dapat dinegosiasikan kembali untuk 
memperoleh harga yang lebih menguntungkan 
bagi daerah dan di presentasikan dalam bentuk 
sistem zonasi yang dibagi dalam 4 zonasi karena 
letak geografis Kabupaten Sampang untuk 
menggambarkan kondisi riel yang ada di zona 
tersebut, yang meliputi : 
Zona 1 : Kota Sampang, Torjun, Camplong,  

Pangarengan 
Zona 2     : Omben, Karangpenang, Kedungdung, 

Robatal, Tambelangan, Jrengik 
Zona 3     : Banyuates, Ketapang, Sokobanah, 

Sreseh 
Zona 4     : Pulau Mandangin, Desa Marparan 

 
 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

Standar Harga Pemerintah Kabupaten Sampang             
Tahun Anggaran 2024 telah memperhitungkan pajak 
penambahan nilai dan keuntungan penyedia. 

 
Pasal……….. 
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Pasal 7 
Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Harga 
sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, 
perubahan tersebut tanpa harus merubah batang tubuh. 

 
Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 
 

Ditetapkan di : Sampang 
pada tanggal : 7 Juli 2023 
 

     BUPATI  SAMPANG, 
 

    ttd 
                                                                                    

H. SLAMET JUNAIDI 
 
 

 
 

Diundangkan di : Sampang 
pada tanggal  : 7 Juli 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
 

ttd 
 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19660711 198809 1 001 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 7 


